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ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto
Tanggah dalam Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah
Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang
diperlukan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Kecamtan Koto Tangah Kota
Padang ? 2) Apakah kendala-kendala Yang dihadapi oleh Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang dalam Pelaksanaan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota
Padang di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah ? 3) Bagaimana  Upaya  yang
dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Kota Padang dalam Pelaksanaan Rencana  Tata Bangunan dan Lingkungan
Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah ? Penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang
dilakukan langsung ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan  Kota Padang dengan cara studi dokumen dan wawancara untuk
mendapatkan data primer. Hasil Penelitian 1) Pelaksanaan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto
Tanggah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Kota Padang, 2) Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto
Tanggah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Kota Padang, 3) Upaya  yang dilakukan Dalam Pelaksanaan Rencana  Tata
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di Air Pacah Koto
Tangah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Kota Padang.

Kata Kunci: Tata Bangunan , Lingkungan , Kawasan Pusat Pemerintahan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Padang adalah Kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera

sekaligus Ibukota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan

pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah

seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan

dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Tahun2016, Kota ini

memiliki jumlah penduduksebanyak 902.413 jiwa.

Hari jadi Kota Padang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 7

Agustus 1669. Penetapan ini sesuai dengan Momen penyerbuan yang heroik

oleh para pejuang ke Loji Belanda di Muara Padang ketika itu hingga loji

tersebut hangus terbakar. Sesuai sejarah pada awal nya (sebelum abad ke-17)

Kota Padang dihuni oleh para nelayan, petani garam, dan pedagang. Ketika itu

Padang belum begitu penting karena arus perdagangan orang Minangkabau

lebih mengarah ke pantai timur, melalui sungai-sungai besar yang berpangkal

dari Gunung Merapi, tempat pemukiman mereka. Namun sejak Selat Malaka

tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing seperti

Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Malaka, Kerajaan Aceh, serta banyaknya

peperangan dan pembajakan, maka arus perdagangan berpindah ke pantai barat

Pulau Sumatera.

Suku Aceh adalah kelompok pertama yang datang setelah Malaka

ditaklukkan oleh Portugis akhir abad ke XVI. Sejak saat itu Pantai Tiku,
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Pariaman, dan Indrapura yang dikuasai oleh raja-raja muda wakil Kerajaan

Pagarruyung berubah menjadi pelabuhan-pelabuhan penting karena posisinya

dekat dengan sumber-sumber komoditi seperti lada, cengkeh, buah pala, dan

emas. Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena mempunyai Muara

yang bagus dan cukup besar serta udara yang nyaman. Pada tahun l660

Belanda berhasil secara halus memaksakan kehendaknya lewat perjanjian

dengan raja-raja muda tersebut untuk mengusir Aceh dari Muara Padang yang

mulai lemah sejak kematian Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya Belanda

membuat daerah pemisah antara pemukiman mereka dengan rakyat. Belanda

menempati Muara bertetangga dengan suku China, kemudian Keling, baru

terakhir penduduk asli. Dalam rentetan sejarah selanjutnya walaupun tidak

mudah, Belanda berhasil menguasai daerah ini melalui politik devide et

impera–nya (adu domba) terhadap raja raja muda tersebut. Akhirnya pada

tanggal 20 Mei 1784 Belanda menetapkan Padang sebagai pusat kedudukan

dan perdagangannya di Sumatera Barat. Kemudian Kota Padang semakin ramai

saja setelah adanya Pelabuhan Teluk Bayur, pabrik Semen ( Padang), Tambang

Batu Bara ( Sawahlunto), dan dibangunnya jaringan kereta api.

Kota Padang di bentuk berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah. Pada tanggal 29 Mei Tahun

1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958,

secara de facto menetapkan Padang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat
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dan secara de jure pada tahun 1975,yang ditandai dengan keluarnya Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1974.1

Atas persetujuan Gubernur Sumatra Barat dan DPRD Padang Pariaman.

Kota Padang wilayahnya di perluas, Kemudian dikukuhkan pula pada

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Saat ini Kota Padang memiliki

Kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Padang Barat, Padang Selatan, Padang

Timur, Padang Utara, Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Nanggalo, Lubuk

Kilangan,Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus.2

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan

Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke

Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Pasal

1 menyatakan bahwa, Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pusat Pemerintahan

Kota Padang dipindahkan dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah

Kecamatan KotoTangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang ke Kecamatan Koto

Tangah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padang yang

dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana

di Pusat Pemerintahan Kota Padang. Dari segi perencanaan dan penataan ruang

Kota Padang dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini menjadi bukti

bahwa perkantoran daerah telah disetujui untuk pindah ke Daerah Kecamatan

Koto Tangah. Secara resmi Pusat Pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari

1Wikipedia,2016, “Kota Padang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang,
diakses pada tanggal30November,2017, pukul 14:00WIB

2 Mardanas Safwan dkk, 1987, Sejarah Kota Padang, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Iventarisasi Dan Dokumentasi
Sejarah Nasional, Jakarta.hlm20.
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Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tangah. Pada lokasi baru ini

termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap risiko bencanatsunami dan hal

ini juga mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai. Di

pindahkanya Pusat Pemerintah Kota Padang, peran Pemerintahan sangat

penting dalam hal ini, salah satunya adalah dalam perencanaan tata ruang

bangunanan dan lingkungan agar Kota Padang lebih maju.

Dalam pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang diperlukan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Pengertian rencana adalah

hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan

pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana,

kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta sebagai

keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Dalam hal

ini perencanaan tata bangunan dan lingkungan merupakan kegiatan

menentukan rencana lokasi berbagai kegiatan dalam ruang agar memenuhi

kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta

memanfaatkan lingkungan yang ada, dengan memanfaatkan sumber daya akan

mempersoalkan cara pengambilan dari alam dan lingkungan.3

Tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung

beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai

aspek termasuk pembentuk cita/karakter fisik lingkungan, besaran, dan

konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling /petak lahan, bangunan serta

ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan

mendefinisikan berbagai kualitas ruang Kota yang akomodatif terhadap

3 M Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum
Lingkungan Indonesia, Alumi,Bandung,hlm 82.
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keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang publik.4

Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam

ruangyang kita tempati yang mepengaruhi kehidupan kita.5

Dalam Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Pasal 1 Angka (2)

menyatakan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan

rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta

memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana

umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian

rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/

kawasan.

Kegiatan rencana penantaan bangunan dan lingkungan merupakan

kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan

lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas

ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan dokumen

RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk

pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada

kawasan terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan

dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih,

supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan

yangberkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan

4M.Yahya, 2015, Kajian Tata Bangunan dan Lingkungan Pada Koridor Jalan
Perintis Kemerdekaan,Makassar,  hlm 20.

5M Daud Silalahi, op.cit ,hlm9.
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lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas

lingkungan dan ruang publik, perwujudan perlindungan lingkungan, serta

peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Kawasan yang terpilih yaitu

kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007

dijelaskan mengenai materi yang harus termuat dalam setiap pembentukan

RTBL. Materi tersebut dijelaskanPasal 3 Ayat (1)

Materi Pokok Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan meliputi:
a. Program Bangunan dan Lingkungan.
b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan.
c. Rencana Investasi.
d. Ketentuan Pengendalian Rencana.
e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.

Dalam Peraturan Mentri Pekerjaan Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Pasal 1 Angka (5)

menyatakan, Pembinaan pelaksanaan adalah kegiatan pengaturan,

pemberdayaan, dan pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas

peran para pelaku penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan

(Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) pada tahap penyusunan RTBL,

penetapannya menjadi Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, pelaksanaan

pembangunan, dan peninjauan kembali/evaluasi terhadap penerapan RTBL.

Dalam Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Pemerintahan di Air Pacah

Koto Tangah, Pasal 4 Ayat  (1), Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan tentang

batasan lokasi kawasan

1. Batasan lokasi perencanaan RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota
di Air Pacah adalah sebagian dari Kelurahan Air Pacah, Kecamatan
Koto Tangah.
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2. Kawasan pengendalian RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota di
Air Pacah berbentuk kawasan koridor dengan panjang lebih kurang
3.200 meter luas adalah lebih kurang 60 Ha, secara geografis batasan
kawasan pengendalian RTBL sebagai berikut: sebelah barat laut :
berbatas dengan Simpang Pasar Ternak-blok kavling TVRI Sumbar,
sebelah barat daya: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan
Padang By-pass, sebelah tenggara: batas Simpang Sungai Sapih,
sebelah timur laut: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan
Padang By-pass.

3. Dengan mempertimbangkan, keberadaan lahan-lahan besar dari
Kompleks Pusat  Pemerintahan Kota Padang, Kompleks Universitas
Bung Hatta, Kompleks Universitas Baiturahmah yang perlu
dimasukan sebagai hamparan lahan Kompleks yang utuh dalam RTBL
ini. Keberadaan dan rencana pengembangan jaringan jalan di kawasan
Air Pacah, maka perlu ditetapkan batasan Kawasan Perencanaan
RTBL ini adalah  menjadi lebih kurang 312 Ha.”

4. Batasan lokasi perencanaan RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota
di Air Pacah adalah sebagian dari Kelurahan Air Pacah, Kecamatan
Koto Tangah.

5. Kawasan pengendalian RTBL kawasan Pusat Pemerintahan Kota di
Air Pacah berbentuk kawasan Koridor dengan panjang lebih kurang
3.200 meter luas adalah lebih kurang 60 Ha, secara geografis batasan
kawasan pengendalian RTBL sebagai berikut: sebelah barat laut:
berbatas dengan Simpang Pasar Ternak-blok kavling TVRI Sumbar,
sebelah barat daya: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan
Padang By-pass, sebelah tenggara: batas Simpang Sungai Sapih,
sebelah timur laut: batas 100 meter kedalaman kavling dari tepi Jalan
Padang By-pass.

6. Dengan mempertimbangkan, keberadaan lahan-lahan besar dari
Kompleks Pusat  Pemerintahan Kota Padang, Kompleks Universitas
Bung Hatta, Kompleks Universitas Baiturahmah yang perlu
dimasukan sebagai hamparan lahan Kompleks yang utuh dalam RTBL
ini. Keberadaan dan rencana pengembangan jaringan jalan di kawasan
Air Pacah, maka perlu ditetapkan batasan Kawasan Perencanaan
RTBL ini adalah  menjadi lebih kurang 312 Ha.

Dalam Ketentuan Pasal 21 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, menyatakan,

Pengendalian dan pengawasan  pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang

dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan  Kota Padang . Dalam pemindahan Pusat Pemerintahan Kota

Padang yang baru di perlukan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
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Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang untuk membenahi kembali tata

bangunan yang baru agar sesuai dengan konsep tata ruang bangunan dan

lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Kota Padang memiliki tugas pokok yaitu, merencanakan operasionalisasi,

memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan

penyelenggaran tugas survei dan pemetaan, penyusunan rencana tata ruang

dan pengendalian rencana tata bangunan.6

Apabila pelaksanaan Peraturan tersebut, Pemindahan Pusat Pemerintahan

Kota Padang ke Kecamatan Koto Tangah dilaksanakan sebagaimana mestinya

tentu akan menciptakan rencana tata banguan dan lingkungan yang tersusun

secara terstruktur sesuai dengan prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Serta

menciptakan bangunan-bangunan yang bagus dilingkungan yang telah

ditentukan atau tempat yang telah dipilih untuk mendirikan sebuah bangunan

berkualiatas

Sesuai dengan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang

berjudul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN

DAN LINGKUNGAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN  DI AIR

PACAH KOTO TANGAH.”

6Dinas Tata Ruang, 2016, “Tugas dan Fungsi”,
https://distarkimwajo.wordpress.com/tugas-fungsi/. diakses pada tanggal 1 November 2017
Pukul 16:35WIB
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah

diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat

Pemerintahan di Air Pacah Kecamtan Koto Tangah oleh Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang ?

2. Apakah kendala-kendala Yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang dalam Pelaksanaan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungang  Kawasan Pusat Pemerintahan

Kota Padang di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah?

3. Bagaimana Upaya  yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang Dalam Pelaksanaan

Rencana  Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan di

Air Pacah Koto Tanggah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pusat Pemerintahan di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah oleh Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang dalam

Pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan  Kawasan Pusat

Pemerintahan Kota Padang di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah.
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3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan  Kota Padang dalam pelaksanaan

Rencana Tata Bangunan Kawasan Pusat Pemerintahan  di Air Pacah Koto

Tangah.

D. MetodePenelitian

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkret

sebagai bahan pembahasan, maka metode yang di gunakan dalam penelitian

adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah

pendekatan yuridis sosiologis yaitu, pendekatan masalah melalui penelitian

hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan di

hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti

baik dari melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan

tulisan ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam metode ini terdiri dari 2 macam yaitu:

a. Data Primer merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan di

lapangan dengan cara wawancara dengan Bagian Pengawasan dan

Pengendalian di Dinas PRKPP dengan bapak Suryono Nugroho dan di

BAPPEDA dengan bapak Nur Hakim di Kota Padang

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data

sekunder dapat digolongkan kedalam:7

7Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 24.
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1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi

Sumatera Tengah.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan

Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang

Barat Ke Wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi

Sumatera Barat.

d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor6 Tahun 2007tentang

Pedoman Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

e) Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat

Pemerintahan Kota di Air Pacah Kecamatan Koto Tangah.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasilhasil

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri (2) dua macam, yaitu:

a. Studi Dokumen yaitu mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
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b. Wawancara

Wawancara yaitu penulis melakukan teknik pengumpulan data untuk

mendapatkan keterangan-keterangan lisan di Kantor Bagian Pengawasan

dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Kota Padang

4. Analisis Data

a. Setelah semua data penulis peroleh baik itu data primer maupun data

sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses:

1) Editing karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat

dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang

terkumpul.

2) Coding memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang

dijelaskan dengan menggunakan data-data tertentu.

b. Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka

diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kuantitatif, artinya

data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka tidak memerlukan

presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu secara tabulasi,

tabel. Oleh sebab itu analis ini berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-

uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat

dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.8

8Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta, hlm 53


